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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan 

Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan 

program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan 

program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Tahun 2023 

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, 

sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam 

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada 

tahun 2023 

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan 

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga 

penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun 

berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam 

Misi RPJMD pada tahun berkenaan 

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan 

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, 

indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan (output), indikator kinerja 

sub kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 
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Adapun kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan, yang mana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

adanya perkembangan keadaan, yang meliputi: 

1. Adanya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah; 

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan 

kelompok sasaran kegiatan; 

3. Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti  

untuk tahun berjalan. 

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.  

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota 

 

 

Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran OPD
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1.2 Landasan Hukum 

 Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di 

Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-

Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 109); 

23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sidoarjo. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi 

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2023. Selain itu, 

menyusun program dan kegiatan ke depan berdasarkan potensi serta fungsi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Serta Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 

sumber daya dalam pembangunan. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta 

mengidentifikasi faktor yang menjadi hambatan maupun mendorong atas pencapaian realisasi dari 

target yang telah ditentukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

   Sistematika Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN I TAHUN 2023 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN I TAHUN 2023 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga. 

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 

jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang / jasa.  

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan tahun berjalan (Tahun 2023) sampai dengan tahun 2023 triwulan I, pada 

Tahun Anggaran 2023 Triwulan I, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 6 Program dan 9 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. 

 

Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

 

Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 11.577.064.228 1.932.030.948 16,69 

 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
7.029.749.353 1.181.644.240 16,81 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
515.883.410 117.156.724 22.71 



    

 

 

8 

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
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Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

3.649.641.311 606.100.384 16,61 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

381.790.154 27.129.600 7,11 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

 30.000.000 0 0 

 

Penetapan Kebijakan 

Daerah mengenai 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman 

Modal 

30.000.000 0 0 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN 

MODAL 

 72.000.000 18.000.000 25 

 

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

72.000.000 18.000.000 25 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN 

MODAL 

 963.000.000 271.180.526 28,16 
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Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan secara 

Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman 

Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

963.000.000 271.180.526 28,16 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN 

MODAL 

 72.000.000 18.000.000 25 

 

Pengolahan, Penyajian 

dan Pemanfaatan Data 

dan 

Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi 

secara Elektronik 

72.000.000 18.000.000 25 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL 

 354.700.000 0 0 

 

Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

354.700.000 0 0 
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 Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 

6 (Lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan pada umumnya sudah tercapai secara optimal. 

Namun, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum terealisasi ataupun realisasi belum 

maksimal. Hal ini tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut. Program 

pengembangan iklim dan kegiatannya yaitu Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang memiliki realisasi 0%. Hal ini 

dikarenakan Program dan kegiatan tersebut dilakukan pada triwulan 4 yang mana hal ini 

menyesuaikan keadaan fiskal daerah. Selain itu, untuk program pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal dan kegiatannya yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, belum terealisasi dikarenakan sumber dana ini 

berasal dari DAK, yang mana disebabkan oleh terjadinya penyesuaian anggaran atau pergeseran 

anggaran ke program baru yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga 

menghambat penyerapan anggaran triwulan 1. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP Tahun 2023 pada program, kegiatan, dan 

sub kegiatan dengan masing-masing indikator sebagai berikut :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

 Indikator kegiatan: 

-Persentase realisasi anggaran PD. 

• Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.   

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN.  

Capaian kinerja: 

Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 16,81% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 7.029.749.353 terealisasi sampai dengan bulan triwulan I 2023 sebesar Rp 

1.181.644.240. 

Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 106,45% yaitu dari target 31 ASN 

yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 33 

ASN yang mendapat gaji dan tunjangan. 

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.  

 Indikator kegiatan: 

-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).  

• Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.  

Capaian kinerja: 
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-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 54,44% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 37.949.239 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 20.660.977. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) paket 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terealisasi sampai 

dengan triwulan I 2023 sebesar 0 (nol) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

• Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.  

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 19,26% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 287.200.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp55.303.096. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) paket 

Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terealisasi sampai dengan bulan triwulan I 

sebesar 0 (nol) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. 

• Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.  

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 15,37% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 10.800.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 1.660.000. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100%   yaitu dari target 1 (satu) paket 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan terealisasi sampai dengan 

triwulan I 2023 sebesar 0 (nol) paket peralatan rumah tangga yang disediakan. 

• Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.  

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 24,82% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 11.100.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 2.754.480 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari target 12 (dua belas) 

Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan terealisasi sampai dengan triwulan 

I 2023 sebesar 3 (tiga) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 

• Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD. 

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi. 

Capaian kinerja: 
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-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 21,78% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 168.834.171 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 36.778.171. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari 12 (dua belas) 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisasi sampai 

dengan triwulan I 2023 sebesar 3 (tiga) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi. 

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 

Indikator kegiatan:  

Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran. 

• Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 22,64% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 949.526.435 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 214.950.210. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari target 12 (dua belas) 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 3 (tiga) Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. 

• Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 14,49% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 2.700.114.876 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 391.150.174. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari target 12 (dua belas) 

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terealisasi 

sampai dengan triwulan I 2023 sebanyak 3 (tiga) - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. 

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Indikator kegiatan: 

-Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak 

fungsi. 

• Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.  

Indikator sub kegiatan: 
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-Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 19,40% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 88.500.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 17.170.000. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 8 (delapan) 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 0 (nol) Jumlah 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya  

• Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 10,68% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 93.290.154 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 9.959.600. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 33,33% yaitu dari target 3 (tiga) 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terealisasi sampai dengan triwulan 

I 2023 sebesar 1 (satu) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  

• Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. 

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 

200.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 0. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari target 0 (nol) Jumlah 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, terealisasi sampai 

dengan triwulan I 2023 sebesar 0 (nol) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi. 

2. Program Program Pelayanan Penanaman Modal 

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota. 

 Indikator kegiatan: 

- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi pemrosesannya 

- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi pemrosesannya 
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•     Sub kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di 

bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.   

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 28,16% yaitu dari target dana 

sebesar Rp 963.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 

271.180.526. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 22,62% yaitu dari target 1300 

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 294 pelaku usaha. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 24,51% yaitu dari target dana 

sebesar Rp 513.400.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 

125.850.000. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 55,84% yaitu dari target Jumlah 

Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan terealisasi 

sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 793 orang. 

• Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan & non perizinan 

penanaman modal 

Indikator sub kegiatan: 

-Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 36,03% yaitu dari target dana 

sebesar Rp 403.400.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 

145.330.526. 
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-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 55,84% yaitu dari target Jumlah 

Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan terealisasi 

sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 793 orang. 

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. 

 Indikator kegiatan: 

- Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang di Monev 

- Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM 

- Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal yang disusun 

- Workshop LKPM 

•     Sub kegiatan Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara 

Elektronik.   

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 25% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 72.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 18.000.000. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 Jumlah Data 

dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 

terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 0 Dokumen. 

4. Program Pengembangan Ikllim Penanaman Modal 

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Di Bidang 

Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ 

Kota. 

 Indikator kegiatan: 

- Jumlah temu usaha / gathering yang dilaksanakan 

- Jumlah peta potensi dan peluang investasi yang disusun 

- Jumlah project prospektus investasi yang disusun 

- Jumlah sistem informasi Penanaman modal yang dikelola 

- Jumlah kebijakan pelayanan penanaman modal yang disusun 

- Jumlah laporan pengembangan penanaman modal yang disusun 
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•     Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 

30.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 0. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 Jumlah 

Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 0 Dokumen. 

5. Program Promosi Penanaman Modal 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Indikator kegiatan: 

- Jumlah temu usaha / gathering yang dilaksanakan 

- Jumlah peta potensi dan peluang investasi yang disusun 

- Jumlah project prospektus investasi yang disusun 

- Jumlah sistem informasi Penanaman modal yang dikelola 

- Jumlah kebijakan pelayanan penanaman modal yang disusun 

- Jumlah laporan pengembangan penanaman modal yang disusun 

•     Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

kabupaten/Kota.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 25% yaitu dari target dana sebesar 

Rp 72.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 18.000.000. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 Jumlah 

Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

kabupaten/Kota terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 0 Dokumen. 

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 

 Indikator kegiatan: 

- Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Izin Secara Berkala 

•     Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 



    

 

 

17 

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

kabupaten/Kota.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 

17.125.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 0. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 1 Jumlah 

Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

kabupaten/Kota terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 17 Pelaku Usaha. 

•     Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Indikator sub kegiatan: 

- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.  

Capaian kinerja: 

-Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 

337.575.000 terealisasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp 0. 

-Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 276 Jumlah 

pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal terealisasi 

sampai dengan triwulan I 2023 sebesar 0 Pelaku Usaha. 

Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Adapun 

realisasi kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 

No. 
SASARAN 

STRATEGIS 

Indikator Kinerja 

Sasaran 

Target 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2022*) 

Capaian 

Tahun 2022 

(%) 

1 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

perizinan dan 

penanaman modal 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

85 97,39   

2 Meningkatnya 

Nilai Investasi 

Daerah 

Nilai Investasi Daerah 7.108.130.2

19.000 

14.086.231.

612.109,5 

198,17 

3 Nilai SAKIP A A 100 
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No. 
SASARAN 

STRATEGIS 

Indikator Kinerja 

Sasaran 

Target 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2022*) 

Capaian 

Tahun 2022 

(%) 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Nilai Reformasi Birokrasi 

(RB) 

35,74 35,74 100 

Nilai Indeks Pelayanan 

Publik (IPP) 

A A 100 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

Sangat Baik Sangat Baik 100 

Persentase penyerapan 

anggaran  

90 % 95,068 % 105 % 

*) Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya 

dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam 

menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang telah 

dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun 

berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain : 

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal 

Kendala / Permasalahan yang dihadapi : 

1. Perlunya Peningkatan kinerja pelayanan perizinan 

a. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan 

b. Pemenuhan SDM aspek kuantitas, kualitas DPMPTSP untuk mendukung fungsi (promosi, 

perizinan, teknologi informasi, pengendalian dan data) 

2. Perlunya Peningkatan kewajiban perusahaan dalam menyampaikan kewajiban LKPM 

(Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 

3. Perlunya Optimalisasi pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan 

penanaman modal 

4. Perlunya Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah 

5. Perlunya Peningkatan investor baru (PMA/PMDN) yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo 

Upaya yang telah dilakukan : 

1. Perbaikan infrastruktur; 

2. Regulasi yang mendukung (perundang-undangan, peraturan pemerintah, sampai dengan 

turunannya serta inovasi dalam menerapkan aturan-aturan tersebut; 

3. Regulasi daerah yang mendukung investasi (RUPM) dan perbup pemberian insentif; 

4. Adanya inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional; 
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5. Pelaksananaan pelayanan perizinan berusaha ‘Jemput Bola’ untuk UMKM di 18 Kecamatan 

dan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, Halal Center serta tim 

Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan; 

6. Kolaborasi yang baik antara  dinas teknis pemangku perizinan berusaha 

Simpulan atas pencapaian kinerja : 

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran 

ini berhasil, meskipun masih ada hambatan dan kendala, namun masih dapat diselesaikan dengan 

baik. 

SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 

Kendala / Permasalahan yang dihadapi : 

Kendala/permasalahan yang dihadapi masih dapat dikendalikan dengan baik 

Upaya yang telah dilakukan : 

1. Pelaksanaan temu usaha, FGD, sosialisasi dilakukan melalui pendampingan pelaku usaha 

2. Jemput bola ke-18 Kecamatan 

3. Monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha terkait regulasi baru dan konsultasi terkait 

permasalahan penanaman modal dan aplikasinya, baik dilaksanakan sendiri oleh tim 

DPMPTSP ataupun bekerjasama dan berkolaborasi dengan instansi teknis lainnya, perguruan 

tinggi serta badan swasta lainnya. 

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya : 

1. Pelaksanaan temu usaha, FGD, sosialisasi dilakukan melalui pendampingan pelaku usaha 

2. Jemput bola ke-18 Kecamatan 

3. Monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha terkait regulasi baru dan konsultasi terkait 

permasalahan penanaman modal dan aplikasinya, baik dilaksanakan sendiri oleh tim 

DPMPTSP ataupun bekerjasama dan berkolaborasi dengan instansi teknis lainnya, perguruan 

tinggi serta badan swasta lainnya.  

Simpulan atas pencapaian kinerja : 

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran 

ini sangat berhasil 
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2.2 Kendala yang Timbul atas Target Kinerja Program/Kegiatan dan Rekomendasi 

Perbaikan 

Kendala yang dihadapi: 

a. Evaluasi kualitas pelayanan perizinan & penanaman modal tidak dapat dilakanakan, hal ini 

dikarenakan bahwa kegiatan evaluasi tersebut dilakanakan oleh Kementerian PAN & RB 

pada akhir tahun. 

b. Perhitungan nilai realisasi investasi masih dikendalikan oleh Kementrian lnvestasi dan 

release tersebut tidak tepat pada akhir triwulan namun release tersebut disampaikan ke 

Kab/Kota 2 minggu setelah triwulan berikutnya 

c. Proses penerbitan perizinan dan rekomendasi teknis masih belum terintegrasi secara 

keseluruhan 

d. Regulasi yang dinamis  

e. Sistem aplikasi OSS yang dinamis dan selalu berubah, dan seringkali adanya maintenance 

pada aplikasi tersebut 

f. Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

g. Penerangan yang kurang maksimal (redup) 

h. Komponen pendukung pencairan tambahan penghasilan pegawai yang masih belum final di 

awal triwulan, sehingga menghambat proses realisasi pencairan anggaran. 

i. Pada kegiatan monev (pengawasan) perusahaan PMA dan PMDN, terdapat beberapa kendala 

yakni kurangnya pengetahuan perusahaan tdrkait sistem OSS RBA sehingga untuk 

memenuhi kewajiban dalam melaporkan LKPM kurang maksimal 

j. Penyesuaian pada sistem informasi penanaman modal (SIPPADU) sebagai aplikasi utama 

menjadi aplikasi pendukung dan melibatkan instansi teknis yang membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam proses perubahannya 

k. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya, pemahaman setiap pegawai 

masih berbeda-beda sehingga perlu koordinasi rutin dan berkala 

l. Tidak tersedia anggaran untuk penyusunan kajan peta potensi dan peluang investasi 

m. evaluasi berkala terhadap SOP pelayanan dan pelaksanaan pemberian kemudahan masih 

minim. 

n. Fasilitasi promosi penanaman modal hanya dapat dilakukan melalui sosial media yang tahun 

sebelumnya dilaksanakan pameran investasi dan penanaman modal 

o. Proses penerbitan perizinan dan rekomendasi teknis masih belum terintegrasi secara 

keseluruhan. 

p. Masih banyak perusahaan yang belum memahami tata cara pelaporan LKPM melalui OSS 

RBA dan belum menyelesaikan migrasi data pada KBLlyang terdaftarpada NlByang dimiliki 

q. Aplikasi online sering trouble 
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r. Aplikasi kepegawaian sering terjadi trouble (e-budy, Sipekat, KGB, Cuti) sehingga sering 

bermasalah. 

s. Dalam layanan legalisir pengesahan berkas lzin sering lama untuk disahkan 

t. Dalam layanan tamu sering terjadi complain terkait lama selesainya perizinan 

u. Kurangnya kegiatan bimtek/sosialisasitentang penatausahaan keuangan untuk bendahara dan 

staf administrasi. 

v. Sarana prasarana pendukung jaringan online trouble 

w. Keterlambatan pelaporan realisasi investasi pertriwulan dikarenakan menunggu rilis resmi 

dari BKPM RI 

x. sistem pengelolaan kearsipan kurang mendukung sehingga antara arsip yang dikelola dan 

pemberkasan tidak sama. 

y. Kurangnya tempat penyimpanan barang 
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Rekomendasi Perbaikan: 

a. Tetap mengendalikan setiap permasalahan yang muncul 

b. Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1 untuk melaksanakan 

pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan 

melakukan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah teknis penerbit rekomendasi 

c. Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 2 untuk melakanakan 

pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan 

melakukan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah teknis penerbit rekomendasi 

d. lnovatif dalam menerapkan atau menyikapi aturan tersebut 

e. Mengembangkan aplikasi daerah (Sippadu Next Generation) 

f. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

g. Selalu berkoordinasi dengan instansiterkait 

h. Memaksimalkan kegiatan monev (pengawasan)terhadap perusahaan PMA dan PMDN 

i. Melaksanakan kegiatan maksimal 

j. agar dilakukan kajian terkait bisnis proses perizinan (SOP) yang baru sesuai dengan 

NSpK pemerintah pusat yang terbaru 

k. agar dilakukan check dan update rutin terhadap status dan kondisi sistem informasi 

penanaman modal (SIPPADU, OSS dan sistem pendukungnya) 

l. Peningkatan promosi penanaman modal dan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha 

dalam rangka menjaring minat kerjasama pemerintah dan pelaku usaha dengan 

memanfaatkan sosial media, yaitu instagram dan tiktok. 

m. Agar melakukan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah teknis penerbit 

rekomendasi; 

n. Agar melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor 1 sesuai regulasi yang 

berlaku; 

o. Agar melakukan evaluasi secara berkala terkait NSPK penerbitan perizinan sektor 1. 

p. Mensosialisasikan tata cara pelaporan LKPM melalui OSS RBA 

q. Melakukan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah teknis penerbit rekomendasi 

r. Perbaikan aplikasi. 

s. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 

t. Berkoordinasi dengan tim teknis BKD dan Organisasi untuk mempercepat mengatasi 

masalah 

u. Menyiapkan data berkas yang terintegrasi untuk melihan keabsahan antara berkas asli 

dan arsip sehingga mempercepat proses legalisir 

v. Berkoordinasi dengan tim teknis agar tidak terjadi miskomunikasi terkait hal teknis 
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w. Tetap berkoordinasi dengan lnstansi terkait dalam rangka update dimungkinkan adanya 

perubahan peraturan perundangan. 

x. Mengusulkan bendahara/staf administrasi mengikuti bimtek/sosialisasi 

y. Berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk kendala yang dihadapi 

z. Menyiapkan system kearsipan yang update dan menambah jumlah SDM kearsipan 

aa. Mengusulkan dalam PA untuk pembenahan tempat penyimpanan barang 

bb. Penyelesaian setiap kendala dan permasalahan disesuaikan dengan regulasi dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 

 

 



    

 

 

24 

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo 

Identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. 

1. Perlunya Peningkatan realisasi investasi berbasis pada potensi dan peluang investasi 

Adapun akar masalah dari isu di atas adalah: 

a) Potensi investasi yang dimiliki belum dapat didorong menjadi peluang investasi  

b) Terjadinya perubahan zonasi pada usaha yang telah berizin (sebelumnya zona 

kuning/merah menjadi zona hijau) dikarenakan kebijakan penggunaan tata ruang 

pusat 

c) Belum adanya kajian business prospektus bidang usaha 

d) Kebijakan penanaman modal yang ada perlu disesuaikan dengan regulasi yang 

terbaru 

e) Peta potensi dan peluang investasi yang ada belum terupdate 

2. Perlunya Optimalisasi pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) 

pelaksanaan penanaman modal 

Adapun akar masalah dari isu di atas adalah: 

a) Kurangnya sosialisasi kepada perusahana terkait kewajiban penyampaian LKPM 

b) Banyak perusahaan yang belum mengetahui kewajiban menyampaikan LKPM 

secara berkala 

c) Keterbatasan SDM dibandingkan jumlah perusahaan yang harus di pantau 

3. Perlunya Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah 

Data komoditas unggulan dan potensi-potensi investasi yang perlu di perbaharui 

4. Perlunya Peningkatan investor baru baik PMA/ PMDN yang masuk ke Kabupaten 

Sidoarjo 

Adapun akar masalah dari isu di atas adalah: 

a) Minimnya materi promosi investasi yang dimiliki sehingga strategi promosi yang 

dilaksanakan kurang berjalan efektif  

b) Terbatasnya anggaran untuk promosi penanaman modal 

c) Belum optimalnya koordinasi dan dukungan dari SKPD yang membidangi 

potensi investasi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas 

terkait kondisi potensi investasi yang dimiliki 

d) Strategi promosi melalui media sosial, web masih kurang berjalan optimal karena 

keterbatasan SDM 

5. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan Pemenuhan SDM aspek kuantitas, 

kualitas DPMPTSP untuk mendukung fungsi (promosi, perizinan, teknologi 

informasi, pengendalian dan data) 
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Adapun akar masalah dari isu di atas adalah: 

a) Banyak ditemukannya usaha-usaha yang belum memiliki NIB atau Izin 

b) Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap mekanisme dan 

prosedur perijinan OSS-RBA 

c) Kurangnya jumlah personil, sarpras dan anggaran DPMPTSP untuk melakukan 

sosialisasi atau edukasi perizinan 

d) Terbatasnya SDM dan Anggaran DPMPTSP
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Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota 

Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sidoarjo Periode Pelaksanaan Tahun 2022 

 

K RP K RP K RP K  RP K  RP K  RP K  RP K  RP K  RP K  RP 

1.499.175.407Rp                 1.520.790.800Rp           Dinas Penanaman Modal 

94,22% 0 94,98%  Rp     1.055.760.000,00 0  Rp      258.160.775,00 0  Rp      368.489.225,00 0  Rp      230.225.000,00 100%  Rp        103.985.000,00 100%  Rp         960.860.000,00 100%

2.481.650.800,00Rp    100% 0%

97,11% 0 97,82% 0 0 0 161% 161% 161%

100%

20,68% 0 20,58% 20,58% 0 0 20,58% 0 0

0%

25 Kegiatan - - - - - - - - -

Indikator Kegiatan : 1.499.175.407Rp                 1.520.790.800Rp           

2000 Izin 0 1000  Rp     1.055.760.000,00 327 izin  Rp      258.160.775,00 619  Rp      368.489.225,00 320  Rp      230.225.000,00 345  Rp        103.985.000,00 1611  Rp         960.860.000,00 1611  Rp    2.481.650.800,00 80%  0% 

24 Laporan 0 24 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100%

Indikator Sub 

Kegiatan : 1.294.358.407Rp                 -Rp                                    

a. Jumlah layanan 

perizinan yang 

difasilitasi 

pemrosesannya

1000 izin 0 500  Rp         434.620.000,00 208  Rp      108.566.775,00 292  Rp      183.103.725,00 166  Rp         49.625.000,00 189  Rp           36.425.000,00 855  Rp         377.720.500,00 855  Rp    1.898.511.300,00 85%  0% 

b. Jumlah layanan non 

perizinan yang 

difasilitasi 

pemrosesannya

1000 izin 0 500 119 327 154 156 756 756 75%

Indikator Sub 

Kegiatan : 204.817.000Rp                     1.520.790.800Rp           

a. Jumlah kegiatan 

layanan konsultasi dan 

informasi

10000 Layanan 0 5000  Rp         621.140.000,00 0  Rp   1.520.790.800,00 5000  Rp      621.140.000,00 1214  Rp      149.594.000,00 1088  Rp        185.385.500,00 1498  Rp         180.600.000,00 833  Rp          67.560.000,00 4633  Rp  583.139.500,00 4633

b. Jumlah kegiatan 

layanan pengelolaan 

pengaduan yang 

diadakan

12 Laporan 0 12 0 12 3 3 3 3 12 12

c.Jumlah Kegiatan 

Sosialisasi & 

workshop Pelayanan 

Perizinan dan Non 

1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%

Indikator Program :

a. Prosentase pelayanan 

perizinan dan non perizinan 

yang tepat waktu sesuai SOP

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Realisasi Capaian Renstra s.d. Renja (2021)

I II III IV

15
5

1 2 3

Target Renstra (2026)No Sasaran

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

penanaman 

modal

1. Program Pelayanan 

Penanaman Modal

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 

PD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 

tahun 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra 

PD s/d tahun 2022 (%)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 

2022 yang dievaluasi

6 7 8 9

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Program/Kegiatan

10 11

b. Prosentase pelayanan 

perizinan dan non perizinan 

yang terbit diterbitkan
c. Persentase kontribusi 

retribusi pelayanan perizinan 

tertentu terhadap total retribusi

d. Jumlah Penagihan Piutang 

dan Denda Retribusi Perizinan 

& Non Perizinan

Kegiatan Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 

di bidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

a. Jumlah Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

difasilitasi pemrosesannya

b. Jumlah Laporan 

Perizinan dan Non 

Perizinan yang diterbitkan

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Pelayanan 

Terpadu Perizinan 

Berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara Elektronik

2. Sub Kegiatan 

Penyediaan  

Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Terhadap 

Pelayanan 

Terpadu Perizinan 

dan Non Perizinan

4

Indikator Kinerja
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10.267.428.737Rp               13.841.811.570Rp        

100%

100% 100% 100  Rp   13.981.342.145,00 0  Rp   1.865.666.134,00 0  Rp   3.361.090.730,00 0  Rp   2.810.694.888,00 88,69  Rp     3.376.074.622,00 88,69  Rp   11.413.526.374,00 188,69  Rp  25.255.337.944,00 100%  0% 

178.809.224Rp                     53.921.900Rp                 

1 Layanan 0 1  Rp         130.250.000,00 1  Rp           2.900.500,00 1  Rp         19.944.700,00 1  Rp           2.865.500,00 1  Rp             3.714.300,00 1  Rp           29.425.000,00 1  Rp  13.871.236.570,00 100%  0% 

46 Orang 0 36 36 36 36 36 36 36 100%

Indikator Sub 

Kegiatan : 178.809.224Rp                     53.921.900Rp                 

a. Jumlah dokumen 

perencanaan PD yang 

disusun

6 Dokumen 0 6  Rp         130.250.000,00 2  Rp           2.900.500,00 2  Rp         19.944.700,00 2  Rp           2.865.500,00 0  Rp             3.714.300,00 6  Rp           29.425.000,00 6  Rp  13.871.236.570,00 100%  25160% 

b. Jumlah dokumen 

renstra yang disusun

1 Dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

c. Jumlah workshop 

kesekretariatan

1 Kali n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.017.173.898Rp                 7.381.996.177Rp           

46 Orang 0 35  Rp     8.017.901.036,00 38  Rp      927.425.589,00 35  Rp   1.963.034.055,00 34  Rp   1.601.548.942,00 35  Rp     2.160.664.714,00 35  Rp     6.652.673.300,00 35  Rp  20.494.484.870,00 76%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 1.017.173.898Rp                 

Gaji dan tunjangan 

ASN yang tersedia

12 Bulan - - - - - - - - -

340.466.415Rp                     -

46 Orang - - - - - - - - -

Indikator Sub 

Kegiatan : 340.466.415Rp                     -

Bimtek ASN yang 

tersedia

2 Kegiatan -

1. Kegiatan 

Perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

2. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Indikator Program :

a. Prosentase tersedianya 

pelayanan kesekretariatan

b. Prosentase tingkat 

kepuasan aparatur terhadap 

pelayanan kesekretariatan

Indikator Kegiatan :

a. Jumlah pelayanan 

kesekretariatan yang 

tersedia

b. Jumlah aparatur 

mendapat  pelayanan 

kesekretariatan

Sub Kegiatan 

Penyusunan 

Dokumen, 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

2. Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Indikator Kegiatan :

a.Jumlah ASN yang 

terbayar gaji dan 

tunjangannya

Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

3. Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

a.Jumlah ASN yang 

meningkat kompetansinya

Sub Kegiatan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

berdasarkan tugas 
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1.757.030.900Rp                 490.787.405Rp              

6 Layanan 0 2  Rp     1.151.248.688,00 2  Rp      217.707.380,00 2  Rp      190.187.207,00 2  Rp      193.825.090,00 2  Rp        118.229.515,00 2  Rp         719.949.192,00 2  Rp  14.561.760.762,00 100%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 745.720.800Rp                     106.485.050Rp              

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang tersedia

31 Jenis 0 31  Rp         512.870.000,00 0  Rp      163.709.550,00 0  Rp         70.425.500,00 0  Rp         61.156.400,00 31  Rp           12.246.000,00 31  Rp         307.537.450,00 31  Rp  14.149.349.020,00 100%  13117% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 387.850.300Rp                     208.679.185Rp              

Jumlah BBM yang 

tersedia

35000 Liter 0 35000  Rp         264.600.000,00 3905  Rp         51.947.830,00 4922  Rp         49.225.312,00 5116  Rp         51.164.062,00 5496  Rp           54.966.668,00 19439  Rp         207.303.872,00 19439  Rp  14.049.115.442,00 55%  5651% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 12.239.500Rp                       -Rp                                    

Jumlah koran/majalah 

yang tersedia

7 Jenis 0 3  Rp           10.874.688,00 3  Rp           2.050.000,00 3  Rp           2.270.000,00 3  Rp           2.160.000,00 3  Rp             2.160.000,00 3  Rp             8.640.000,00 3  Rp  13.850.451.570,00 100%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 62.312.600Rp                       25.107.500Rp                 

Jumlah jamuan 

rapat/tamu yang 

tersedia

1600 Kotak 0 1600 52.904.000,00Rp           0 -Rp                             934  Rp         17.117.500,00 1  Rp         16.616.500,00 615  Rp           19.066.000,00 1549  Rp           52.800.000,00 1549  Rp  13.894.611.570,00 96%  50328% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 348.907.700Rp                     150.515.670Rp              

a. Jumlah rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah yang 

dilaksanakan

40 Kali 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

b. Jumlah rapat 

koordinasi dan 

konsultasi luar daerah 

yang dilaksanakan

15 Kali n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Indikator Sub 

Kegiatan : 200.000.000Rp                     -

Arsip perangkat daerah 

yang terpelihara

1 Tahun -

1.599.099.300Rp                 1.616.997.500Rp           

2 Layanan 0 2  Rp           10.150.000,00 0  Rp           3.700.000,00 1  Rp                                -   0  Rp                                -   1  Rp           99.465.000,00 2  Rp         103.165.000,00 2  Rp  13.944.976.570,00 100%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 1.303.807.900Rp                 -

Jumlah kendaraan 

dinas yang diadakan

10 Unit - - - - - - - - -

Indikator Sub 

Kegiatan : 295.291.400Rp                     470.798.500Rp              

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

diadakan

5 Jenis 0 1  Rp           10.150.000,00 0  Rp           3.700.000,00 0  Rp                                -   0  Rp                                -   1  Rp           99.465.000,00 1  Rp         103.165.000,00 1  Rp  13.944.976.570,00 100%  2924% 

4. Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

a. Jumlah layanan 

administrasi umum yang 

tersedia

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor
2. Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

3. Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang 

Undangan

4. Sub Kegiatan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

5. Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Komunikasi 

SKPD

Indikator Kegiatan :

a. Jumlah pengadaan 

barang milik daerah yang 

diadakan

1. Sub Kegiatan 

Pengadaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

2. Sub Kegiatan 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

6. Sub Kegiatan 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

pada SKPD

5. Kegiatan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
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1.537.894.000Rp                 1.472.369.407Rp           

3 Layanan 0 3  Rp     1.470.700.000,00 3  Rp         84.900.700,00 3  Rp      435.908.128,00 3  Rp      290.857.539,00 3  Rp        146.718.300,00 3  Rp         958.384.667,00 3  Rp  14.800.196.237,00 100%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 170.402.000Rp                     65.128.700Rp                 

Jumlah kendaraan 

dinas yang lunas 

pajaknya dan di 

pelihara

22 Kendaraan 0 19  Rp         191.400.000,00 19  Rp         36.129.400,00 19  Rp         21.563.000,00 19  Rp         24.936.609,00 19  Rp           22.205.000,00 19  Rp         104.834.009,00 19  Rp  13.946.645.579,00 100%  21276% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 844.131.000Rp                     852.530.871Rp              

Jumlah peralatan dan 

mesin yang di pelihara

12 Jenis 0 12  Rp         814.300.000,00 12  Rp         48.771.300,00 1  Rp      161.211.750,00 0  Rp      265.920.930,00 0  Rp        124.513.300,00 13  Rp         600.417.280,00 13  Rp  14.442.228.850,00 100%  1684% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 523.361.000Rp                     554.709.836Rp              

Jumlah gedung kantor 

yang di pelihara

2 Gedung 0 2 465.000.000,00Rp        2  Rp                                -   0  Rp      253.133.378,00 0  Rp                                -   0  Rp                                  -   2  Rp         253.133.378,00 2  Rp  14.094.944.948,00 100%  2536% 

3.836.955.000Rp                 2.825.739.181Rp           

3 Layanan 0 100% 3.201.092.421,00Rp     100 629.031.965,00Rp      100 752.016.640,00Rp      100 721.597.817,00Rp      100 847.282.793,00Rp        100  Rp     2.949.929.215,00 100  Rp  16.791.740.785,00 100%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 11.255.000Rp                       -Rp                                    

Jumlah surat keluar 

masuk yang dikelola

10000 surat 0 10000  Rp           10.000.000,00 1532  Rp                                -   1105  Rp                                -   1165  Rp                                -   1247  Rp                                  -   5049  Rp                                   -   5049  Rp  13.841.811.570,00 50%  0% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 1.319.096.000Rp                 840.112.710Rp              

Rekening listrik, air, 

telepon dan internet 

yang terbayar

12 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 934.766.821,00Rp        3 198.990.947,00Rp      3  Rp      209.571.481,00 3  Rp      224.396.960,00 3  Rp        228.389.696,00 12  Rp         861.349.084,00 13  Rp  14.703.160.654,00 100%  1633% 

Indikator Sub 

Kegiatan : 2.506.604.000Rp                 1.985.626.471Rp           

a. Jumlah pengelola 

keuangan, tim 

pengadaan 

barang/jasa dan 

pengelola BMD yang 

terbayar

15 Orang 0 15  Rp     2.256.325.600,00 15  Rp      430.041.018,00 15  Rp      542.445.159,00 15  Rp      497.200.857,00 15  Rp        618.893.097,00 15  Rp     2.088.580.131,00 15  Rp  15.930.391.701,00 100%  794% 

b. Jumlah tenaga Non 

ASN yang terbayar gaji 

dan tunjangannya

25 Orang 0 2 2 2 2 2 2 2 100%

c. Jasa keamanan dan 

kebersihan yang 

tersedia

2 Gedung 2 Gedung 25 25 25 25 25 25 25 100%

7. Kegiatan Penyedia 

Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

6. Kegiatan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

a. Jumlah barang milik 

daerah yang pelihara

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 
2. Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Indikator Kegiatan :

Jumlah jasa layanan umum 

yang disediakan

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan jasa 

surat menyurat

2. Sub Kegiatan 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik
3. Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

3. Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya
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178.328.000Rp                      Rp               163.629.900 

1.462.923.254.000Rp                  1.462.923.254.000,00Rp     Rp   1.405.840.492.000,00  Rp         222.582.000,00      1.337.186.095.000,00  Rp           9.000.000,00      2.690.798.635.000,00  Rp           9.875.000,00         692.207.832.109,50  Rp      183.630.000,00 0  Rp           13.068.300,00      4.720.192.562.109,50  Rp         215.573.300,00      10.050.500.042.110,00  Rp        379.203.200,00 100%  0% 

5.933.825.556.000Rp                  4.442.850.795.830Rp           Rp   5.702.289.727.000,00      2.466.561.600.000,00      2.954.230.800.000,00      2.171.928.700.000,00 0      7.592.721.100.000,00      12.035.571.895.830,00 100%

Indikator Kegiatan : 178.328.000Rp                     163.629.900Rp              

39 Perusahaan 0 39  Rp         222.582.000,00 7  Rp           9.000.000,00 9  Rp           9.875.000,00 10  Rp      183.630.000,00 13  Rp           13.068.300,00 39  Rp         215.573.300,00 39  Rp        379.203.200,00 100%  0% 

50 Perusahaan 0 50 31 18 40 58 147 147 100%

10 Kegiatan 0 10 2 3 2 3 10 10 100%

0 Kali - - - - - - - -

Indikator Sub 

Kegiatan : 178.328.000Rp                     163.629.900Rp              

Jumlah laporan 

realisasi investasi 

daerah (PMA dan 

PMDN) yang disusun

12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 163.629.900,00Rp        8 222.582.000,00Rp      2  Rp           9.000.000,00 2  Rp           9.875.000,00 2  Rp        183.630.000,00 0  Rp           13.068.300,00 6  Rp        215.573.300,00 7  Rp  379.203.200,00 58%

599.923.900Rp                     -Rp                                    

100% 0% 100 184.137.454,00Rp        0 31.480.000,00Rp        0 48.345.000,00Rp        100 -Rp                             0 99.671.000,00Rp          100  Rp         179.496.000,00 100  Rp        179.496.000,00 100%  0% 

Indikator Kegiatan : 599.923.900Rp                     

1 Kali 0 1 0 0 1 0 1 1 100%

1 Peta 0 1 0 0 0 1 1 1 100%

1 Laporan Project Prospektus 0 1 0 0 0 0 0 0 0%

1 Sistem Informasi 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1 Kebijakan 0 1 kebijakan  Rp         184.137.454,00 0  Rp         31.480.000,00 0  Rp         48.345.000,00 0  Rp                                -   1  Rp           99.671.000,00 0  Rp         179.496.000,00 0  Rp        179.496.000,00 0%  0% 

2 Laporan 0 2 Laporan 0 0 0 4 4 4 100%

Indikator Sub 

Kegiatan : 599.923.900Rp                     -Rp                                    

Jumlah sistem 

informasi dalam 

kondisi baik

-Rp                                                    0 1  Rp         184.137.454,00 0  Rp         31.480.000,00 0  Rp         48.345.000,00 0  Rp                                -   4  Rp           99.671.000,00 4  Rp         179.496.000,00 4  Rp        179.496.000,00 100%  0% 

968.692.100Rp                     -Rp                                    

100% 0% 100%  Rp         428.625.000,00 0  Rp         47.045.000,00 0  Rp         58.965.500,00 0  Rp         97.898.688,00 234,75  Rp           36.500.000,00 234,75  Rp         240.409.188,00 234,75  Rp        240.409.188,00 100%  0% 

Indikator Kegiatan : 968.692.100Rp                     -Rp                                    

2 Kali 0 2 kali  Rp         428.625.000,00 0  Rp         47.045.000,00 0  Rp         58.965.500,00 2  Rp         97.898.688,00 0  Rp           36.500.000,00 2  Rp         240.409.188,00 2  Rp        240.409.188,00 100%  0% 

1 Kali 0 1 kali 0 0 0 0 0 0 0%

Indikator Sub 

Kegiatan : 968.692.100Rp                     -Rp                                    

a. Jumlah pameran 

investasi dan PTSP 

yang diikuti

2 Kali 0 2  Rp         428.625.000,00 0  Rp         47.045.000,00 0  Rp         58.965.500,00 2  Rp         97.898.688,00 0  Rp           36.500.000,00 2  Rp         240.409.188,00 2  Rp        240.409.188,00 100%  0% 

b. Jumlah Minat 

kerjasama pemerintah 

dan dunia usaha yang 

difasilitasi

4 Kali 0 4 0 6 12 0 18 18 100%

c. Jumlah dunia usaha 

yang berminat 

terhadap penawaran 

project prospektus 

berinvestasi

1 Proyek usaha yang diminati 0 1 0 0 5 0 5 5 100%

d. Jumlah misi 

investasi  yang 

dilaksanakan dan 

diikuti

1 Kali 0 1 0 0 2 0 2 2 100%

 Rp         13.513.548.144,00  Rp   15.526.232.270,00  Rp   15.872.446.599,00  Rp   2.211.351.909,00  Rp   3.846.765.455,00  Rp   3.322.448.576,00  Rp     3.629.298.922,00  Rp   13.009.864.862,00  Rp  28.536.097.132,00  Rp                            -   

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 

Faktor penghambat pencapaian kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

d. Jumlah sistem informasi 

Penanaman modal yang 

dikelola

b.Jumlah workshop 

investasi

Meningkatnya 

Nilai Investasi 

Daerah

3. Program Pengelolaan Data 

dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal

Indikator Program :

a. Nilai Realisasi Investasi PMA

b. Nilai Realisasi Investasi 

PMDN

Kegiatan 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota

a. Jumlah Perusahaan PMA 

dan PMDN yang di Monev

b. Jumlah Perusahaan yang 

menyampaikan LKPM 

c. Jumlah Laporan 

Pembinaan dan Monitoring 

Penanaman Modal yang 

disusun

d. Workshop LKPM

Sub Kegiatan 

Pengelolaan, 

Penyajian, dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 
4. Program Pengembangan 

Ikllim Penanaman Modal

Indikator Program :

a. Prosentase kebijakan 

penanaman modal daerah 

yang disusun

Kegiatan Penetapan 

Pemberian Fasilitasi/ 

Insentif Di Bidang 

Penanaman Modal 

Yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

a. Jumlah temu usaha / 

gathering yang dilaksanakan

b. Jumlah peta potensi dan 

peluang investasi yang 

disusun

c. Jumlah project 

prospektus investasi yang 

disusun

Total

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Sub Kegiatan 

Promosi 

Penanaman Modal 

Daerah 

Kabupaten/ Kota

e. Jumlah kebijakan 

pelayanan penanaman 

modal yang disusun

f. Jumlah laporan 

pengembangan penanaman 

modal yang disusun

Sub Kegiatan 

Penetapan 

Kebijakan Daerah 

Mengenai 

Pemberian Insentif 
5. Program Promosi 

Penanaman Modal

Indikator Program :

a. Persentase realisasi 

kepeminatan investasi

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

a.Jumlah kegiatan promosi 

investasi yang dilaksanakan
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  Tahun 2021-2026, adalah : 

Tujuan 1 :  Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam 

mendukung kemudahan berusaha.  

Sasaran 1 :   Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal  

Tujuan 2 :   Meningkatkan nilai investasi daerah 

Sasaran 2 :   Meningkatnya nilai investasi daerah 

3.2 Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Indikator Kinerja Utama  

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo 

 

Indikator Kinerja 

Utama OPD  
Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 

Indeks Pelayanan 

Publik Role Model  

Data dan informasi tentang 

indeks pelayanan publik yang 

diperoleh dari hasil kinerja 

pelayanan publik yang baik, 

yang diberikan kepada 

masyarakat dan diharapkan 

dapat menjadi percontohan/role 

model bagi kabupaten/kota lain 

untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik  

Indeks Pelayanan Publik Role 

Model Perizinan diperoleh dari 

data Kepmenpan dan RB 

Nilai Investasi Daerah Realisasi investasi diperoleh 

dari perhitungan NSWi 

(national single window for 

Realisasi nilai investasi daerah 

tahun berjalan 
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Indikator Kinerja 

Utama OPD  
Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 

investment), Kementerian 

Investasi atau BKPM RI 

Nilai SAKIP 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan 

merupakan integrasi dari sistem 

perencanaan, sistem 

penganggaran, dan sistem 

pelaporan kinerja, yang selaras 

dengan pelaksanaan sistem 

akuntabilitas keuangan. Tujuan 

SAKIP adalah terlaksananya 

penerapan manajemen kinerja 

pada sektor publik yang sejalan 

dan konsisten dengan penerapan 

reformasi birokrasi, yang  

berorientasi pada pencapaian 

outcomes dan upaya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

Sesuai dengan LHE SAKIP 

dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut: 

1. Bobot Nilai 2. Kategori 

3. 100 4. AA 

5. 90 6. A 

7. 80 8. BB 

9. 70 10. B 

11. 60 12. CC 

13. 50 14. C 

15. 30 16. D 

17. 0 18. E 
 

Nilai Indeks Pelayanan 

Publik (IPP) 

Indeks Penilaian Publik 

merupakan indeks yang 

digunakan untuk mengukur 

kinerja pelayanan publik di 

lingkungan kementerian, 

lembaga, dan pemerintah 

daerah di Indonesia berdasarkan 

Aspek Kebijakan Pelayanan, 

Aspek Profesionalisme SDM, 

Aspek Sarana Prasarana, Aspek 

Sistem Informasi Pelayanan 

Sesuai dengan LHE IPP dengan 

kriteria penilaian: 

19. Range 

Nilai 

20. Kategori 21. Makna 

22. 0-1,00 23. F 24. Gagal 

25. 1,01-

1,50 

26. E 27. Sangat 

Buruk 

28. 1,51-

2,00 

29. D 30. Buruk 

31. 2,01-

2,50 

32. C- 33. Cukup 

(dengan 

catatan) 
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Indikator Kinerja 

Utama OPD  
Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 

Publik, Aspek Konsultasi dan 

Pengaduan serta Aspek Inovasi. 

34. 2,51-

3,00 

35. C 36. Cukup 

37. 3,01-

3,50 

38. B- 39. Baik 

(dengan 

catatan) 

40. 3,51-

4,00 

41. B 42. Baik 

43. 4,01-

4,50 

44. A- 45. Sangat 

Baik 

46. 4,51-

5,00 

47. A 48. Pelayanan 

Prima 
 

Nilai Reformasi 

Birokrasi (RB) 

Reformasi Birokrasi merupakan 

salah satu upaya pemerintah 

untuk mencapai good 

governance dan melakukan 

pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan 

dan sumber daya manusia 

aparatur. 

Sesuai dengan hasil PMPRB yang 

telah direview oleh Tim Review 

RB 

Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

SKM adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh data 

hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas 

pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan publik 

dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. 

Berdasarkan hasil penilaian SKM 

dengan kriteria penilaian:  

49. Nilai Interval 50. Kategori 

51. 1,00-2,5996 52. Tidak Baik 

53. 2,60-3,064 54. Kurang Baik 

55. 2,0644-3,532 56. Baik 

57. 3,5324-4,00 58. Sangat Baik 
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➢ Jumlah program dalam Perubahan Renja Tahun 2023  : 6 Program 

➢ Jumlah Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 : 9 Kegiatan 

➢ Jumlah Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 : 19 Sub Kegiatan 

➢ Rincian Program pada Perubahan Renja Tahun 2023 antara lain : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

3. Program Promosi Penanaman Modal 

4. Program Pelayanan Penanaman Modal 

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

➢ Rincian Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 antara lain : 

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

5. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

6. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

7. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dbidang 

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

8. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

9. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Berikut  rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu tahun anggaran 2023 :  

Tabel 3.3 

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tahun Anggaran 2023 

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN 
JUMLAH ANGGARAN 

SEBELUM 

JUMLAH ANGGARAN 

SESUDAH 

(1) (2)  (3)   (4)  
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp         11.577.064.228,00 Rp      11.753.735.057,00 

   

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Rp                   0 Rp                  0 

     

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
Rp                   0 Rp                  0 

     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp                   0 Rp                  0 

   

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
Rp         7.029.749.353,00 Rp      7.029.749.353,00 

     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp         7.029.749.353,00 Rp      7.029.749.353,00 

   

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 
Rp                   0 Rp                   0 

     

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Rp                   0 Rp                   0 

     

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya 
Rp                   0 Rp                   0 

   Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp              515.883.410,00 Rp          543.474.239,00 

     

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
 Rp              37.949.239,00  Rp           37.949.239,00 

     Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Rp            287.200.000,00  Rp         250.000.000,00 

     

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang Undangan 
  Rp             10.800.000,00  Rp          10.800.000,00 

     Fasilitasi Kunjungan Tamu  Rp              11.100.000,00  Rp           11.100.000,00 

     

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Komunikasi SKPD 
 Rp            168.834.171,00  Rp         233.625.000,00  

     

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD 
Rp                   0 Rp                   0 

   

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Rp                   0 Rp                   0 

     

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
 Rp                  0        Rp                   0 
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Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
Rp                   0 Rp                   0 

   

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Rp         3.649.641.311  Rp        3.618.631.311 

     Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp                   0 Rp                   0 

     

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
 Rp            949.526.435,00  Rp      1.010.526.435,00 

     

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 
Rp          2.700.114.876,00  Rp      2.608.104.876,00 

   

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Rp            381.790.154,00 Rp         561.790.154,00 

     

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 Rp              88.500.000,00  Rp          88.500.000,00 

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
 Rp              93.290.154,00  Rp         273.290.154,00 

     

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 
 Rp            200.000.000,00  Rp         200.000.000,00 

 Program Pelayanan Penanaman Modal Rp         1.162.700.000,00 Rp     1.522.600.000,00 

   

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu Pintu di bidang 

Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

Rp          1.162.700.000,00 Rp          963.000.000,00 

     

Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik 

 Rp            205.900.000,00  Rp          46.200.000,00 

     

Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan 

 Rp            553.400.000,00  Rp        513.400.000,00 

     

Pemantauan pemenuhan komitmen 

perizinan & non perizinan 

penanaman modal 

 Rp            403.400.000,00  Rp        403.400,000,00 
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Program Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal 
Rp              227.000.000,00 Rp           72.000.000,00 

   

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Rp              227.000.000,00 Rp                   0 

     

Pengelolaan, Penyajian, dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegritas secara 

Elektronik 

 Rp            227.000.000,00  Rp          72.000.000,00  

 
Program Pengembangan Ikllim 

Penanaman Modal 
Rp               30.000.000,00 Rp          30.000.000,00 

  

Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif 

Di Bidang Penanaman Modal Yang 

menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Rp                30.000.000,00 Rp                   0 

   

Penetapan Kebijakan Daerah 

Mengenai Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

Rp.              30.000.000,00 Rp.          30.000.000,00 

   

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 

Fasilitas Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

Rp                   0 Rp                   0 

  
Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 
Rp                   0 Rp                   0 

   

Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp                   0 Rp                   0 

   
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 

Usaha Kabupaten/Kota 
Rp                   0 Rp                   0 

 Program Promosi Penanaman Modal Rp             72.000.000,00 Rp            72.000.000,00 

  

Penyelenggaraan Promosi Penanaman 

Modal Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Rp                   0 Rp                   0 
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Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp                   0 Rp                   0 

   
Penyusunan Strategi Promosi 

Penanaman Modal 
Rp.             72.000.000,00 Rp.          72.000.000,00 

 
Program Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 
Rp                   0 Rp          354.700.000,00 

  

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp                   0 Rp          354.700.000,00 

   

Koordinasi dan Sinkronasi 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Rp                   0 Rp.          17.125.000,00 

   

Koordinasi dan Sinkronasi 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Rp                   0 Rp.        337.575.000,00 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Betdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai 

hingga triwulan I tahun 2023, masih diperlukan upaya untuk mencapai target pada tahun 2023 

yang sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 dalam rangka 

menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sidoarjo serta target dan sasaran yang telah disusun 

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 

2023.  

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, maka 

diharapkan penetapan prioritas pembangunan diharapkan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi 

serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemeriintahan Kabupaten Sidoarjo maupun 

dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. 

 Dengan tersusunnya Perubahan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu 

mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga 

sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga 

pelaksanaan anggaran dapat berhasil bagi pembangunan di Sidoarjo. 

 


